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Abstract: Islam is a religion revealed to the Prophet Muhammad SAW. The revelation regulates all aspects of life 
in this world, both organizing human relationships to the creator and relationships between fellow humans, one of which 
is marriage or marriage. Every human being must have the desire to get married and build a harmonious household 
because marriage is one of the sunatullah. However, not a few households are unhappy due to the lack of knowledge of 
married couples about how to form a household that is sakinah, mawadah wa rahmah according to the instructions 
taught in the Quran. In addition, many families do not run harmoniously due to the lack of knowledge of the male and 
female towards their respective rights and responsibilities towards their spouses. The purpose of this study is to analyze 
the relevance of Quranic verses on the rights and duties of husband and wife based on the principles of tafsir Al-Ahkam, 
This study uses a qualitative approach with the method of literature analysis and literature study, The type of data in 
this study will be collected from various sources, including books, scientific journals, laws and regulations, and other 
related documents. The results of this study show that the verse of Al-Quran surat Al-Baqarah verse 228 has relevance 
and is appropriate to the rights and duties of husband and wife in the family household. 
Keywords: Rights; Duties; Marriage; Tafsir Al-Ahkam. 

Abstrak: Islam adalah agama yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Wahyu tersebut mengatur segala 
aspek kehidupan didunia ini, baik mengatur hubungan manusia kepada sang pencipta dan hubungan antar sesama 
manusia, salah satunya ialah pernikahan atau perkawinan. Setiap manusia pasti mempunyai keinginan untuk 
menikah dan membangun rumah tangga yang harmonis karena menikah adalah salah satu sunatullah. Namun tidak 
sedikit rumah tangga yang tidak bahagia disebabkan kurangnya pengetahuan pasangan suami istri tentang 
bagaimana membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawadah wa rahmah sesuai petunjuk yang telah diajarkan 
di dalam Al-Quran. Selain itu banyaknya rumah tangga yang tidak berjalan harmonis diakibatkan kurangnya 
pengetahuan dari pihak laki-laki dan perempuan terhadap hak dan kewajiban masing-masing terhadap pasangannya. 
Tujuan dari kajian ini menganalisis relevansi ayat Al-Quran tentang hak dan kewajiban suami istri berdasarkan 
prinsip tafsir Al-Ahkam, Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis literatur dan studi 
kepustakaan, Jenis data dalam kajian ini  akan dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk buku, jurnal ilmiah, 
peraturan perundang-undangan, dan dokumen-dokumen terkait lainnya. Hasil dari kajian ini menunjukan bahwa 
dalam ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 228 mempunyai relevansi dan sudah seseuai dengan hak dan 
kewajiban suami istri dalam rumah tangga. 
Kata kunci: Hak; Kewajiban; Perkawinan; Tafsir Al-Ahkam. 

Pendahuluan 

Perdebatan tentang hak dan kewajiban suami istri telah melibatkan pandangan dari 

berbagai tokoh dan peneliti terkenal. George Peter Murdock, seorang antropolog terkenal, 

mendukung pandangan tradisional mengenai peran suami istri. Dalam penelitiannya, Murdock 

mengamati bahwa di banyak budaya, pembagian kerja antara suami dan istri cenderung 

mengikuti pola yang serupa, di mana suami bertanggung jawab untuk mencari nafkah dan istri 

mengurus rumah tangga. Murdock berpendapat bahwa pembagian peran ini adalah refleksi dari 

kebutuhan biologis dan sosial yang telah terbentuk selama ribuan tahun, dan karena itu 

dianggap efektif dalam menjaga stabilitas dan kelangsungan hidup masyarakat. 
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Di sisi lain Judith Butler, seorang filsuf dan teoretikus gender, mengajukan pandangan 

yang sangat berbeda. Butler, dalam karyanya, menantang konsep tradisional tentang gender dan 

peran suami istri dengan menekankan bahwa gender adalah konstruksi sosial yang berubah-

ubah, bukan sesuatu yang tetap dan alamiah. Menurut Butler, pembagian peran berdasarkan 

jenis kelamin adalah hasil dari norma-norma sosial yang dipaksakan, yang sering kali membatasi 

kebebasan dan potensi individu. Butler berargumen bahwa hak dan kewajiban suami istri 

seharusnya tidak didasarkan pada norma gender yang kaku, tetapi pada kesetaraan dan pilihan 

individu dalam menjalani peran mereka di dalam keluarga. 

Pandangan yang lebih pragmatis datang dari, Arlie Russell Hochschild, seorang 

sosiolog yang terkenal dengan konsep "second shift." Hochschild berfokus pada ketimpangan 

dalam pembagian kerja di rumah tangga modern, di mana meskipun banyak istri yang bekerja 

di luar rumah, mereka masih dibebani dengan sebagian besar tugas rumah tangga. Hochschild 

berpendapat bahwa hak dan kewajiban suami istri harus dibagi secara lebih adil, sesuai dengan 

kontribusi mereka dalam semua aspek kehidupan, baik di dalam rumah maupun di tempat 

kerja. Penelitiannya menunjukkan bahwa ketidakadilan dalam pembagian kerja di rumah tangga 

dapat menyebabkan ketegangan dan konflik, sehingga dia mendorong pasangan untuk lebih 

transparan dan adil dalam menentukan peran mereka masing-masing. 

Perbedaan pandangan ini juga mencakup aspek hukum, di mana para peneliti 

tradisional sering mendukung adanya undang-undang yang memperkuat peran-peran 

tradisional suami istri, sementara para peneliti progresif lebih memilih kerangka hukum yang 

lebih inklusif dan fleksibel. Mereka berpendapat bahwa hukum harus memungkinkan pasangan 

untuk mendefinisikan sendiri hak dan kewajiban mereka tanpa tekanan dari norma-norma 

sosial yang mungkin tidak lagi relevan di era modern. Perdebatan ini terus berlanjut seiring 

dengan perubahan sosial dan budaya, mencerminkan dinamika yang kompleks dalam 

memahami peran suami istri di masyarakat kontemporer. 

Allah SWT meìnciptakan manusia seìcara beìrpasang-pasangan tanpa teìrkeìcuali, seìkeìcil 

apapun ciptaannya pasti meìmiliki pasangan tidak teìrkeìcuali manusia. Seìbagai mahluk Allah 

yang paling seìmpurna dan seìbagai khalifah dimuka bumi, manusia meìmpunyai tanggung jawab 

untuk meìnjalankan dan meìmatuhi keìteìntuan-keìteìntuan yang teìlah Allah beìrikan. Yang dimana 

disini ialah teìntang peìrnikahan dan tanggung jawab yang timbul akibat adanya peìrnikah 

teìrseìbut. 

Islam adalah agama yang diwahyukan keìpada Nabi Muhammad SAW. Wahyu 

teìrseìbut meìngatur seìgala aspeìk keìhidupan didunia ini, baik meìngatur hubungan manusia 
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keìpada sang peìncipta dan hubungan antar seìsama manusia, salah satunya ialah peìrnikahan 

atau peìrkawinan. Peìrnikahan adalah akad seìrah teìrima antara laki-laki dan peìreìmpuan deìngan 

tujuan untuk saling meìmuaskan satu sama lainnya dan untuk meìmbeìntuk seìbuah rumah 

tangga yang sakinah seìrta masyakarakat yang seìjahteìra (sahrani dkk., 2013). 

Seìtiap manusia pasti meìmpunyai keìinginan untuk meìnikah dan meìmbangun rumah 

tangga yang harmoìnis karna meìnikah adalah salah satu sunatullah. Namun tidak seìdikit 

rumah tangga yang tidak bahagia diseìbabkan kurangnya peìngeìtahuan pasangan suami istri 

teìntang bagaimana meìmbeìntuk suatu rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah seìsuai 

peìtunjuk yang teìlah diajarkan didalam Al-Quran. 

Seìlain itu banyaknya rumah tangga yang tidak beìrjalan harmoìnis diakibatkan 

kurangnya peìngeìtahuan dari pihak laki-laki dan peìreìmpuan teìrhadap hak dan keìwajiban 

masing-masing teìrhadap pasangannya. Hak dan keìwajiban pasangan suami istri pada 

hakikatnya meìrupakan hubungan timbal balik, yaitu apa yang meìnjadi hak bagi istri 

meìrupakan keìwajiban bagi suami beìgitupun seìbaliknya(Masruchin & Nuraeni, 2021). 

Baik suami maupun istri harus meìnunaikan hak dan keìwajibannya masing-masing 

teìrpeìnuhi deìngan baik maka akan meìnghasilkan suatu hubungan yang harmoìnis dalam 

beìrkeìluarga. Seìbagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah (2) : 228: 

 ُ ء ٍۗ وَلََ يَاَلُّ لََنَُّ انَْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰٰ هانَّ ثَ لٰثةََ قُ رُوْْۤ نَْ فُسا ْْٓ ارَْحَاماهانَّ اانْ كُنَّ يُ ؤْمانَّ  وَالْمُطلََّقٰتُ يَتََبََّصْنَ بِا فا
ْ ذٰلاكَ اانْ  راٍۗ وَبُ عُوْلتَُ هُنَّ احََقُّ بارَداٰهانَّ فا للّٰٰا وَالْيَ وْما الَْٰخا لْمَعْرُوْفاِۖ  بِا ارَاَدُوْْٓا ااصْلََحًا ٍۗوَلََنَُّ ماثْلُ الَّذايْ عَليَْهانَّ بِا

ُ عَزايْ زٌ حَكايْمٌ   ࣖ وَلالراٰجَالا عَليَْهانَّ دَرَجَةٌ ٍۗ وَاللّٰٰ

“Para istri yang diceìraikan (wajib) meìnahan diri meìreìka (meìnunggu) tiga kali qurū’ (suci atau 
haid). Tidak boìleìh bagi meìreìka meìnyeìmbunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim 
meìreìka, jika meìreìka beìriman keìpada Allah dan hari Akhir. Suami-suami meìreìka leìbih beìrhak 
untuk keìmbali keìpada meìreìka dalam (masa) itu, jika meìreìka meìngheìndaki peìrbaikan. Meìreìka 
(para peìreìmpuan) meìmpunyai hak seìimbang deìngan keìwajibannya meìnurut cara yang patut. Akan 
teìtapi, para suami meìmpunyai keìleìbihan atas meìreìka. Allah Maha peìrkasa lagi Maha 
bijaksana.”  

Ayat teìrseìbut meìnjeìlaskan bahwa masa iddah meìmiliki beìbeìrapa tujuan peìnting. 

Peìrtama, masa ini digunakan untuk meìngeìtahui apakah seìoìrang wanita seìdang meìngandung 

anak dari peìrnikahan seìbeìlumnya atau tidak. Hal ini peìnting untuk meìmastikan garis 

keìturunan yang jeìlas. Keìdua, masa iddah meìmbeìrikan waktu bagi suami dan istri untuk 

meìreìnung dan meìmpeìrtimbangkan keìputusan meìreìka. Seìlama peìrioìdeì ini, meìreìka meìmiliki 

keìseìmpatan untuk beìrkoìmunikasi dan beìrunding teìntang keìmungkinan untuk rujuk dan 

meìmpeìrbaiki hubungan meìreìka. Deìngan deìmikian, masa iddah beìrfungsi seìbagai waktu 
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reìfleìksi dan peìnyeìleìsaian bagi keìdua beìlah pihak, meìmungkinkan meìreìka untuk meìngambil 

keìputusan yang teìrbaik bagi masa deìpan keìluarga meìreìka, oìleìh kareìna itu pasangan suami 

istri tidak boìleìh beìrbuat seìmaunya seìndiri, sudah seìlayaknya pasangan suami istri meìmbatasi 

peìrilakunya satu sama lain agar teìrciptanya hubungan yang harmoìnis didalam rumah 

tangga(Hariyadi, 2023). Peìrsoìalan teìrkait hak dan keìwajiban suami istri di Indoìneìsia 

seìbeìnarnya teìlah diatur dalam undang-undang peìrkawinan. Peìmeìnuhan hak dan keìwajiban 

dalam undang-undang teìrkait peìrkawinan dimuat didalam pasal 30-34. Seìlain didalam 

undang-undang peìrkawinan, reìgulasi meìngeìnai peìrkawinan juga dimuat didalam koìmpilasi 

hukum islam (KHI). Peìrsoìalan hak dan keìwajiban suami istri didalam KHI diatur didalam 

pasal 77 sampai 84 (tim permata press, 2003). 

Seìcara eìksplisit, Al-Quran seìbagai sumbeìr hukum Islam seìjak awal meìmang 

meìmbeìrikan peìran yang beìrbeìda bagi pihak suami maupun istri baik dalam peìrsoìalan nafkah 

maupun dalam struktur rumah tangga. Tanggung jawab meìnafkahi dalam rumah tangga 

dalam Al-Quran adalah meìrupakan tanggung jawab pihak suami dan tanggung jawab 

meìngurus rumah tangga itu adalah tanggung jawab bagi pihak istri(Falah, 2022). 

Seìcara  teìoìritis,  peìmbagian  peìran seìcara jeìlas seìjakawal ini seìbagaimana yang diatur  

dalam  Undang-undang  Peìrkawinan Tahun  1974  dan  Koìmpilasi  Hukum  Islam maupun   

teìks-teìks   keìagamaan   ini dimaksudkan agar tidak ada koìnflik dalam keìhidupan rumah 

tangga. Deìngan deìmikian, baik Undang-Undang Peìrkawinan dan KHI seìrta al-Qur’an seìcara 

teìrsurat meìmbeìdakan peìran suami seìbagai keìpala rumah tangga proìduktif dan peìran istri 

seìbagai ibu rumah tangga  reìproìduktif,  bisa  diartikan  seìbagai upaya  meìminimalisir  

teìrjadinya koìnflik  di dalam rumah tangga (Basyar, 2020). 

Islam seìbagai agama yang meìnyeìluruh juga meìmbeìrikan panduan meìngeìnai 

keìhidupan suami istri, baik meìlalui ayat-ayat al-Qur’an maupun peìnjeìlasan dalam al-Hadits, 

kareìna tidak seìmua ayat dalam al-Qur’an dapat dipahami seìcara langsung. Dalam hal ini, 

peìran Nabi SAW seìbagai peìneìrima wahyu al-Qur’an sangat peìnting untuk meìmbeìrikan tafsir 

dan peìnjeìlasan seìhingga makna ayat-ayat teìrseìbut dapat dipahami deìngan jeìlas. Beìrdasarkan 

hal ini, suami dan istri adalah mitra yang saling teìrhubung seìcara eìrat tanpa adanya hieìrarki 

dalam peìmeìnuhan hak dan keìwajiban seìbagaimana diatur dalam al-Qur’an dan hukum poìsitif 

yang beìrlaku. Tulisan ini akan meìmbahas reìleìvansi antara ayat-ayat al-Qur’an dan Hukum 

poìsitif yang beìrlaku meìngeìnai hak dan keìwajiban suami istri, deìngan harapan dapat 

diteìmukan foìrmulasi ideìal meìngeìnai hubungan suami istri dalam koìnteìks ajaran Islam 

(Nurani, 2021). 
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Seìbagai bahan peìrbandingan, peìnulis meìneìmukan beìbeìrapa kajian teìrdahulu yang 

reìleìvan deìngan kajian yang akan peìnulis kaji dan teìliti leìbih dalam akan teìtapi pada beìbeìrapa 

peìneìlitain teìrdahulu peìnulis peìrbeìdaan dan keìsamaan dalam kajiannya adapun peìrbeìdaan 

yang meìnjadi peìmbeìda dalam kajian yang peìnulis kaji ini ialah dari reìleìvansinya deìngan 

hukum poìsitif di Indoìneìsia apakah sudah seìjalan dan apakah beìlum seìsuai deìngan Al-Quran. 

Maka riseìt yang akan dilakukan didalam peìneìlitain ini ialah, leìbih difoìkuskan meìngkaji dan 

meìnganalisis reìleìvansi ayat Al-Quran deìngan hukum poìsitif yang beìrlaku di Indoìneìsia, 

seìhingga nanti akan dianalisis apakah didalam ayat Al-Quran diatas sudah seìjalan dan reìleìvan 

deìngan peìraturan yang beìrlaku di Indoìneìsia. 

Tafsir Ahkam dan Hukum Islam  

Tafsir Ahkam adalah salah satu corak tafsir Al-Qur'an yang memfokuskan pada ayat-

ayat hukum. Tafsir Ahkam berarti penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang terkait dengan hukum 

Islam. Fokus utamanya adalah pada pengertian dan penerapan hukum-hukum yang terdapat 

dalam Al-Qur'an. Fokus utamanya juga pada penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang terkait 

dengan hukum Islam. Istilah "Ahkam" sendiri berarti hukum, sehingga tafsir ahkam secara 

umum berarti penafsiran hukum-hukum dalam Al-Qur'an. Istilah Tafsir Ahkam sering 

digunakan dalam konteks kajian fiqh dan hukum Islam kontemporer. Tafsir ahkam dapat 

mencakup berbagai jenis hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an, termasuk perintah, larangan, 

pilihan, dan ketetapan. (Kaltsum & Moqsith, 2015)  

Ahkam dan tafsir ayat-ayat hukum sering digunakan secara bergantian, tetapi ada 

beberapa perbedaan yang dapat dilihat dari konteks dan fokusnya. Istilah tafsir ayat-ayat 

hukum lebih spesifik dan berarti penafsiran khusus pada ayat-ayat Al-Qur'an yang 

mengandung hukum. Meskipun sering digunakan secara bergantian, tafsir ayat-ayat hukum 

lebih menekankan pada kategori hukum yang spesifik dalam Al-Qur'an 

Dalam terminologi ulama ushul fiqh, hukum (ahkam) diartikan sebagai titah Allah yang 

berhubungan dengan perbuatan mukallaf (manusia yang berakal), baik dalam bentuk tuntutan 

(perintah atau larangan), pilihan (antara mengerjakan atau meninggalkan sesuatu), atau 

ketetapan. 

Corak tafsir ahkam melibatkan analisis yang mendalam terhadap ayat-ayat Al-Qur'an 

yang mengandung hukum. Ini termasuk identifikasi jenis hukum (perintah, larangan, pilihan, 

dan ketetapan), serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh tafsir ahkam yang 

moderat antara lain: Tafsir Ayatil Ahkam karya Muhammad Aly al-Sayis, al-Tafsir al-Munir fi 

Aqidah, wa Syari’ah wa Manhaj karya Wahbah al-Zuhaili, dan lain-lain. 
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Tafsir ahkam memiliki urgensi dalam kajian Al-Qur'an karena dapat melahirkan 

penafsiran hukum yang fleksibel dan sesuai dengan perkembangan zaman. Fokus kajian ini 

lebih mengarah pada hukum Islam kontemporer. 

Ruang Lingkup “Hak”. 

Hak meìrupakan keìpeìntingan yang dilindungi oìleìh hukum, keìpeìntingan ini seìndiri 

yakni tuntutan yang diharapkan untuk dipeìnuhi oìleìh seìtiap individu maupun keìloìmpoìk. 

Peìngeìrtian lain meìnyeìbutkan bahwa hak adalah seìgala seìsuatu yang pantas dan mutlak untuk 

didapatkan seìtiap individu seìbagai anggoìta warga neìgara seìjak masih beìrada didalam 

kandungan. Hak pada umumnya didapat deìngan dua cara yaitu deìngan cara dipeìrjuangkan 

meìlalui peìrtanggung jawaban atas keìwajiban (Aisyah, 2022). 

Seìdangkan meìnurut Proìf. Dr. Noìtoì Neìgoìroì ialah: “hak adalah kuasa untuk meìneìrima 

atau meìlakukan seìsuatu yang seìmeìstinya diteìrima atau dilakukan teìrus meìneìrus oìleìh pihak 

teìrteìntu dan tidak dapat dilakukan oìleìh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat 

dituntut seìcara paksa oìleìhnya” (sonny, 2003). 

Ruang Lingkup “Keìwajiban” 

Keìwajiban adalah seìgala seìsuatu yang harus dilakukan atau dipeìnuhi oìleìh seìseìoìrang 

teìrhadap oìrang lain seìbeìlum meìneìrima hak. Keìwajiban ini meìrupakan tanggung jawab moìral, 

hukum, atau soìsial yang meìngharuskan seìseìoìrang untuk meìmbeìrikan, meìlakukan, atau 

meìmeìnuhi seìsuatu untuk oìrang lain(Falah, 2022). Misalnya, dalam koìnteìks hubungan pribadi 

atau proìfeìsioìnal, seìseìoìrang harus meìnjalankan tugas atau tanggung jawab teìrteìntu seìbeìlum 

dia dapat meìnuntut hak-haknya. Dalam peìrnikahan, keìwajiban seìoìrang suami mungkin 

teìrmasuk meìnyeìdiakan nafkah, meìmbeìrikan peìrlindungan, dan meìnunjukkan kasih sayang 

keìpada istrinya. Beìgitu juga seìbaliknya, istri meìmiliki keìwajiban untuk meìndukung, 

meìnghoìrmati, dan meìnjaga suaminya. Meìmeìnuhi keìwajiban-keìwajiban ini meìrupakan syarat 

peìnting seìbeìlum masing-masing pihak dapat meìnuntut hak-hak meìreìka, seìpeìrti hak untuk 

dihoìrmati, dicintai, dan didukung. 

Dalam keìhidupan manusia, hak dan keìwajiban adalah seìsuatu yang harus beìrjalan 

beìrsama-sama dan seìimbang. Dalam hal ini, keìwajiban adalah peìran yang beìrsifat impeìratif 

atau harus dilaksanakan dan meìmpunyai keìkuatan meìmaksa, jika keìwajiban itu tidak 

dilaksanakan maka seìseìoìrang dapat dikeìnakan sanksi, baik seìcara hukum maupun soìsial. Hak 

dan keìwajiban inilah yang dimaksud meìmpeìrkuat masyarakat dan meìmbeìrikan stabilitas 

leìbih. Keìdua hal ini juga meìmimpin pada peìrkeìmbangan keìsadaran soìsial manusia seìbagai 

makhluk soìsial. 
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Hak dan Keìwajiban Suami Istri dalam Peìrkawinan Meìnurut Hukum Islam. 

Peìrnikahan meìnciptakan beìrbagai keìwajiban dan tanggung jawab antara suami dan 

istri. Pada dasarnya, adanya peìmbagian hak dan keìwajiban ini dimaksudkan untuk 

meìmastikan keìlangsungan dan keìharmoìnisan dalam peìrnikahan. Peìmbagian tugas ini 

meìmbantu masing-masing pihak untuk meìmahami peìran dan tanggung jawab meìreìka, 

seìhingga teìrcipta hubungan yang seìimbang dan saling meìndukung. Deìngan adanya 

keìseìpakatan meìngeìnai hak dan keìwajiban, suami dan istri dapat beìkeìrja sama dalam 

meìmbangun rumah tangga yang koìkoìh dan harmoìnis, seìrta meìnghadapi beìrbagai tantangan 

yang mungkin muncul dalam keìhidupan beìrsama. Hal ini peìnting untuk meìnciptakan 

lingkungan keìluarga yang stabil, peìnuh kasih sayang, dan saling meìnghoìrmati, seìhingga 

peìrnikahan dapat beìrjalan deìngan baik dan langgeìng(Azizah & Yassir, 2024). oìleìh kareìna itu 

peìnting bagi oìrang yang sudah beìrumah tangga ataupun caloìn suami dan istri, heìndaknya 

meìreìka meìngeìnal hak-hak dan keìwajibannya masing-masing deìngan baik yang dimana ini 

peìrkara peìnting untuk meìnciptakan peìrnikahan atau rumah tangga yang teìnang dan harmoìnis 

atau deìngan kata lain meìmbeìntuk keìluarga atau rumah tangga yang sakinah mawadah 

warahmah.  

Hak disini meìrupakan seìsuatu yang dipeìroìleìh atau diteìrima seìseìoìrang dari oìrang lain, 

seìringkali seìbagai bagian dari peìrjanjian atau hubungan teìrteìntu. Misalnya, dalam koìnteìks 

peìrnikahan, hak bisa beìrarti meìneìrima dukungan eìmoìsioìnal, peìrhatian, atau nafkah dari 

pasangan. Hak ini tidak hanya meìncakup aspeìk mateìrial, teìtapi juga aspeìk noìn-mateìrial 

seìpeìrti rasa aman, kasih sayang, dan peìnghargaan. Di sisi lain, keìwajiban adalah tanggung 

jawab atau keìharusan yang dimiliki seìseìoìrang untuk meìmbeìrikan seìsuatu keìpada oìrang lain. 

Keìwajiban ini bisa beìrupa meìmeìnuhi keìbutuhan pasangan, baik dalam beìntuk finansial, 

peìrhatian, dukungan moìral, atau keìteìrlibatan dalam beìrbagai keìgiatan rumah tangga. 

Keìwajiban teìrseìbut juga meìncakup meìnjaga keìharmoìnisan dan keìseìjahteìraan dalam 

hubungan, seìrta beìrusaha untuk seìlalu beìrsikap adil dan peìnuh kasih sayang(Erdiansyah, 

2022). Keìwajiban timbul kareìna adanya hak yang meìleìkat pada seìseìoìrang kareìna akibat 

hukum. Hubungannya deìngan reìlasi suami-istri, dimana keìduanya sama-sama meìmiliki hak 

dan keìwajiban yang harus dipeìnuhi deìmi teìrcapainya tujuan dari seìbuah peìrnikahan. 

Hak istri teìrbagi meìnjadi dua yaitu hak mateìril dan hak imateìril, dalam undang-

undang noì 1 tahun 1974 pada bab 6 pasal 34 diseìbutkan bahwa “suami wajib meìlindungi 

istrinya dan meìmbeìrikan seìgala seìsuatu keìpeìrluan rumah tangga seìsuai deìngan 

keìmampuannya” (Hadi, 2019). Seìdangkan hak mateìril adalah hak-hak istri yang beìrkaitan 
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deìngan harta beìnda dan hak imateìril adalah seìbaliknya, hak mateìril beìrupa nafkah seìdangkan 

hak imateìril meìliputi meìndapatkan keìadilan dalam jatah meìnginap dan dipeìrgauli deìngan 

baik. Adapun yang menjadi hak istri atau bisa juga disebut kewajiban suami terhadap 

istri antara lain: 

Pertama, Mahar: Mahar seìcara eìtimoìloìgi artinya mas kawin, seìcara teìrminoìloìgi adalah 

seìsuatu yang wajib dibeìrikan oìleìh caloìn suami keìpada caloìn istri seìbagai beìntuk keìtulusan 

hati caloìn suami keìpada caloìn istri yang beìrtujuan meìmbangun rasa cinta dan kasih caloìn 

istri keìpada caloìn suaminya (Hadi, 2019). Mahar bukan hanya seìkadar foìrmalitas, teìtapi juga 

meìrupakan simboìl koìmitmeìn dan peìnghargaan suami teìrhadap istri. Barang yang dibeìrikan 

seìbagai mahar bisa beìrupa beìrbagai beìntuk, seìpeìrti peìrhiasan, uang, atau beìnda beìrharga 

lainnya yang meìmiliki nilai seìntimeìntal atau eìkoìnoìmi. Seìmeìntara itu, mahar dalam beìntuk 

jasa bisa beìrupa layanan atau bantuan teìrteìntu yang dijanjikan oìleìh suami keìpada istri. 

Seìcara keìseìluruhan, mahar adalah simboìl peìnting dalam peìrnikahan yang meìwakili 

koìmitmeìn, cinta, dan kasih sayang antara suami dan istri. Peìmbeìrian mahar meìmbantu 

meìmpeìrkuat ikatan eìmoìsioìnal dan meìnciptakan dasar yang kuat untuk hubungan yang 

bahagia dan langgeìng(Setyowati, 2021). Jika ada akad tanpa meìnyeìbutkan mahar maka sah 

akadnya akan teìtapi dia harus meìngganti deìngan mahar yang seìmisal didaeìrahnya atau rata-

rata mahar di daeìrah teìrseìbut, namun jika dia teìlah meìnyeìbut jumlah mahar maka dia wajib 

meìmbayar atau meìnunaikan apa yang teìlah dia seìbutkan Allah SWT beìrfirman dalam surat 

an-nisa: “ dan beìrikanlah mas kawin meìreìka deìngan seìmpurna” 

Kedua, Nafkah: Seìcara teìrminoìloìgi, nafkah adalah tindakan meìmeìnuhi beìrbagai keìbutuhan 

istri yang meìliputi beìbeìrapa aspeìk peìnting dalam keìhidupan seìhari-hari. Ini meìncakup 

peìnyeìdiaan makanan, teìmpat tinggal, peìlayanan, dan oìbat-oìbatan. Namun, peìmahaman 

meìngeìnai nafkah ini bisa dipeìrluas untuk meìncakup leìbih banyak lagi keìbutuhan yang 

mungkin muncul dalam rumah tangga(Khitam, 2020).  

Peìnyeìdiaan makanan beìrarti suami beìrtanggung jawab untuk meìmastikan bahwa istri 

dan anggoìta keìluarga lainnya meìndapatkan asupan nutrisi yang cukup dan seìhat seìtiap hari. 

Ini tidak hanya seìbatas pada makanan poìkoìk, teìtapi juga meìncakup keìbutuhan gizi yang 

seìimbang yang dipeìrlukan untuk meìnjaga keìseìhatan dan keìseìjahteìraan keìluarga.  

Teìmpat tinggal, seìbagai bagian dari nafkah, beìrarti suami harus meìnyeìdiakan hunian 

yang layak dan aman bagi keìluarganya. Ini teìrmasuk meìmastikan rumah dalam koìndisi baik, 

nyaman, dan meìmadai untuk meìndukung keìhidupan seìhari-hari. Teìmpat tinggal yang 

nyaman adalah dasar peìnting bagi stabilitas eìmoìsioìnal dan fisik seìtiap anggoìta keìluarga. 
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Peìlayanan dalam koìnteìks ini beìrarti suami meìmbeìrikan peìrhatian dan dukungan yang 

dipeìrlukan oìleìh istri. Ini bisa meìncakup beìrbagai beìntuk bantuan seìhari-hari, seìpeìrti 

meìmbantu meìngurus rumah tangga, meìmbeìrikan dukungan eìmoìsioìnal, dan meìnjaga 

hubungan yang baik dan harmoìnis. Peìlayanan ini meìnunjukkan bahwa suami meìnghargai 

dan peìduli teìrhadap keìseìjahteìraan istrinya. 

Oìbat-oìbatan adalah aspeìk lain yang peìnting dalam nafkah. Suami beìrtanggung jawab 

untuk meìmastikan bahwa istri meìmiliki akseìs keì peìrawatan meìdis dan oìbat-oìbatan yang 

dipeìrlukan untuk meìnjaga keìseìhatannya. Ini meìncakup peìngeìluaran untuk peìmeìriksaan 

rutin, peìrawatan meìdis, dan oìbat-oìbatan yang dipeìrlukan untuk meìngoìbati peìnyakit atau 

koìndisi keìseìhatan teìrteìntu. 

Seìcara keìseìluruhan, nafkah meìncakup beìrbagai aspeìk yang leìbih luas dari seìkadar 

keìbutuhan dasar. Ini adalah koìmitmeìn suami untuk meìmastikan bahwa istri dan keìluarga 

hidup dalam koìndisi yang seìhat, nyaman, dan stabil. Deìngan meìmeìnuhi beìrbagai keìbutuhan 

ini, suami meìnunjukkan tanggung jawab dan kasih sayangnya, yang pada gilirannya 

meìmpeìrkuat hubungan dan meìnciptakan lingkungan keìluarga yang harmoìnis dan bahagia. 

Adanya keìwajiban seìoìrang suami meìmbeìrikan nafkah untuk sang istri hal ini beìrkaitan 

deìngan hikmah atau adanya anjuran untuk sang istri untuk seìnantiasa beìrada dirumah dan 

meìngurus rumah tangga, suami dan anak. Namun seìoìrang suami hanya beìrkeìwajiban untuk 

meìmbeìrikan nafkah keìpada keìluarga seìsuai deìngan kadar keìmampuannya dan 

keìsanggupannya.  

 Allah beìrfirman dalam surah At-Talaq ayat keì 7: 

ُ ٍۗ لََ يكَُلاٰفُ اللُّٰٰ   نَ فْسًا االََّ مَآْ اتٰٰىهَاٍۗ سَيَجْعَلُ  لايُ نْفاقْ ذُوْ سَعَة  ماٰنْ سَعَتاها وَمَنْ قدُارَ عَليَْها رازْقهُُ فَ لْيُ نْفاقْ مِاَّآْ اتٰٰىهُ اللّٰٰ
ُ بَ عْدَ عُسْر  يُّسْراً   ࣖاللّٰٰ

“Heìndaklah oìrang yang lapang (reìzeìkinya) meìmbeìri nafkah meìnurut keìmampuannya, dan oìrang 
yang diseìmpitkan reìzeìkinya, heìndaklah meìmbeìri nafkah dari apa (harta) yang dianugeìrahkan 
Allah keìpadanya. Allah tidak meìmbeìbani keìpada seìseìoìrang meìlainkan (seìsuai) deìngan apa yang 
dianugeìrahkan Allah keìpadanya. Allah keìlak akan meìnganugeìrahkan keìlapangan seìteìlah 
keìseìmpitan.” 
 

Hak Dipeìrgauli deìngan baik. 

Adanya dukungan dari seìoìrang suami keìpada istri dalam hal meìngurus rumah tangga 

akan sangat beìrdampak poìsitif teìrhadap keìbeìrlangsungan rumah tangga dan beìgitu pula 

seìbaliknya, kurangnya dukungan suami dalam meìngeìrjakan tugas rumah tangga meìmbuat 

istri meìrasa keìsulitan dalam meìnyeìimbangkan peìrannya dalam rumah tangga. Keìtidakpuasan 
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antar keìduanya akan beìrdampak buruk dalam rumah tangga dan dampak paling eìkstrim dari 

ini adalah peìrceìraian  (Zuhdi & Yusuf, 2022). 

Seìoìrang wanita muslimah meìncari keìridhaan Allah SWT meìlalui keìridhaan suaminya, 

jika seìoìrang istri meìninggal dalam keìadaanya suaminya ridha atasnya, maka pintu surga teìlah 

teìrbuka seìleìbar-leìbarnya untuknya, hal itu dikareìnakan istri teìlah meìmeìnuhi hak-hak suami 

deìngan istri. Oìleìhkareìnanya seìoìrang wanita jika ingin meìndapat ridhoì suami teìntunya harus 

meìngeìtahui hak-hak suami yang wajib di lakukan, didalam undang-undang noì 1 tahun 1974 

bab 6 pasal 34 diseìbutkan bahwa “istri wajib meìngatur urusan rumah tangga seìbaik-baiknya” 

Adapun yang menjadi hak suami atau bisa juga disebut sebagai kewajiban istri 

kepada suami antara lain: 

Pertama, Hak untuk ditaati. 

Taat keìpada suami adalah amalan paling utama dan paling beìrat, akan teìtapi jika 

seìoìrang istri mampu meìnaati suami teìntunya akan sangat beìsar pahala yang ia dapatkan, 

beìgitu pula seìbaliknya jika seìoìrang istri meìninggalkan amalan ini yaitu taat keìpada suami 

maka teìntu balasan beìsar pun seìdang meìnantinya.  

Tindakan yang dianggap seìbagai beìntuk keìkufuran atau keìtidaktaatan teìrhadap suami 

meìncakup beìbeìrapa peìrilaku, seìpeìrti tidak meìnghargai dan tidak beìrsyukur atas keìbaikan-

keìbaikan yang teìlah dilakukan suami, seìring meìmbangkang atau meìneìntang keìputusan suami, 

seìrta beìrbicara deìngan nada keìras atau kasar keìpada suami. Peìrilaku-peìrilaku ini 

meìnceìrminkan keìtidakpatuhan dan kurangnya peìnghargaan teìrhadap peìran suami dalam 

peìrnikahan. 

Seìbaliknya, seìoìrang istri yang beìrsyukur atas keìbaikan suaminya akan meìnunjukkan 

sikap peìnurut dan taat. Ini beìrarti istri akan meìmatuhi keìputusan dan peìrmintaan suami 

deìngan peìnuh rasa hoìrmat, meìnghargai seìtiap usaha dan koìntribusi yang dibeìrikan suami, 

seìrta meìnjaga koìmunikasi deìngan cara yang leìmbut dan peìnuh kasih. Deìngan meìnunjukkan 

sikap seìpeìrti ini, istri meìmpeìrlihatkan rasa teìrima kasih dan peìnghargaan teìrhadap suami, 

yang meìmbantu meìmpeìrkuat hubungan peìrnikahan dan meìnciptakan suasana rumah tangga 

yang harmoìnis.  

Seìcara keìseìluruhan, peìrbeìdaan antara sikap yang tidak beìrsyukur dan sikap yang 

beìrsyukur teìrhadap suami teìrleìtak pada cara istri meìmpeìrlakukan suami dalam keìhidupan 

seìhari-hari. Sikap beìrsyukur dan taat meìnciptakan ikatan yang leìbih kuat dan saling 

meìndukung dalam peìrnikahan..  

Meìnaati suami juga teìrmasuk dalam peìrintah Allah SWT, seìbagaimana dalam 
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firmannya: 

آَْ انَْ فَقُوْا مانْ امَْوَالَاا  ُ بَ عْضَهُمْ عَلٰى بَ عْض  وَّبِا اَ فَضَّلَ اللّٰٰ ءا بِا لاحٰتُ قٰناتٰتٌ الَراٰجَالُ قَ وَّامُوْنَ عَلَى الناٰسَاْۤ مْ ٍۗ فاَلصٰٰ
ْ تََاَفُ وْنَ نشُُوْزهَُنَّ فعَاظوُْهُنَّ وَاهْجُ  ُ ٍۗوَالٰٰتِا اَ حَفاظَ اللّٰٰ عا وَاضْرابُ وْهُنَّ ۚ فاَانْ حٰفاظٰتٌ لاٰلْغيَْبا بِا رُوْهُنَّ فِا الْمَضَاجا

َ كَانَ عَلايًّا كَبايْْاً غُوْا عَليَْهانَّ سَبايْلًَ ٍۗاانَّ اللّٰٰ  اطَعَْنَكُمْ فَلََ تَ ب ْ

“Laki-laki (suami) adalah peìnanggung jawab 154) atas para peìreìmpuan (istri) kareìna Allah 
teìlah meìleìbihkan seìbagian meìreìka (laki-laki) atas seìbagian yang lain (peìreìmpuan) dan kareìna 
meìreìka (laki-laki) teìlah meìnafkahkan seìbagian dari hartanya. Peìreìmpuan-peìreìmpuan saleìh 
adalah meìreìka yang taat (keìpada Allah) dan meìnjaga diri keìtika (suaminya) tidak ada kareìna 
Allah teìlah meìnjaga (meìreìka). Peìreìmpuan-peìreìmpuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz,) 
beìrilah meìreìka nasihat, tinggalkanlah meìreìka di teìmpat tidur (pisah ranjang), dan (kalau peìrlu,) 
pukullah meìreìka (deìngan cara yang tidak meìnyakitkan). Akan teìtapi, jika meìreìka meìnaatimu, 
janganlah kamu meìncari-cari jalan untuk meìnyusahkan meìreìka. Seìsungguhnya Allah Mahatinggi 
lagi Mahabeìsar.” 

Kedua, Hak untuk dilayani. 

Suami beìrhak meìndapatkan peìlayanan dari istri kapan saja ia inginkan, baik di pagi, 

siang, maupun malam hari. Deìngan deìmikian, istri meìmiliki keìwajiban untuk meìmeìnuhi 

keìbutuhan dan peìrmintaan suami seìtiap saat, seìsuai deìngan keìinginan suami.  

Peìnjeìlasan leìbih lanjutnya adalah bahwa dalam hubungan peìrnikahan, suami meìmiliki 

hak untuk meìndapatkan peìlayanan dari istri pada waktu yang dia pilih. Hal ini beìrarti bahwa 

istri harus siap untuk meìmeìnuhi keìbutuhan suami kapan pun ia meìmeìrlukannya, baik itu 

dalam hal fisik maupun eìmoìsioìnal. Keìwajiban ini meìncakup beìrbagai beìntuk peìlayanan yang 

dapat meìncakup dukungan, peìrhatian, dan keìhadiran. Meìlayani suami seìcara koìnsisteìn, 

seìsuai deìngan keìinginannya, adalah bagian dari tanggung jawab istri dalam meìnjaga 

keìharmoìnisan dan keìseìimbangan dalam rumah tangga. Hal ini meìnceìrminkan aspeìk saling 

meìnghoìrmati dan meìmeìnuhi peìran masing-masing dalam hubungan peìrnikahan.. Hal ini 

seìjalan deìngan firman Allah SWT:  

َ وَاعْلَ  كُمْ ٍۗ وَات َّقُوا اللّٰٰ نَْ فُسا تُمْ ِۖ وَقَداٰمُوْا لَا ئ ْ ؤكُُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ِۖ فأَْتُ وْا حَرْثَكُمْ انّٰٰ شا را  ناسَاْۤ مُوْْٓا انََّكُمْ مُّلٰقُوْهُ ٍۗ وَبَشاٰ
 الْمُؤْمانايَْ 

“Istrimu adalah ladang bagimu. Maka, datangilah ladangmu itu (beìrcampurlah deìngan beìnar dan 
wajar) kapan dan bagaimana yang kamu sukai. Utamakanlah (hal yang teìrbaik) untuk dirimu. 
Beìrtakwalah keìpada Allah dan keìtahuilah bahwa kamu (keìlak) akan meìnghadap keìpada-Nya. 
Sampaikanlah kabar geìmbira keìpada oìrang-oìrang mukmin.” 

Reìleìvansi Q.S. Al-Baqarah ayat 228 teìrhadap Hak dan Keìwajiban Suami Istri dalam 

Peìrkawinan. 

Beìrdasarkan dari asbabun nuzul atau alasan dari turunnya surat Al-Baqarah ayat 228 

yang didasarkan pada imam bukhari yang meìriwayatkan, bahwa umar bin khatab 
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meìnceìritakan: " kami suku Quraish (peìnduduk meìkah) tadinya meìngalahkan istri-istri kami, 

teìtapi keìtika kami beìrteìmu deìngan al-Anshar (kaum muslimin peìnduduk koìta Madinah) kami 

meìneìmukan kaum wanita (istri-istri) kami meìniru adab (keìlakuan) wanita-wanita al-Anshar. 

Saya beìrsuara keìras teìrhadap istri saya, lalu dia meìmbantah saya, maka saya tidak meìneìrima 

hal teìrseìbut. dia lalu beìrkata keìpadaku: “Meìngapa eìngkau keìbeìratan, padahal deìmi Allah, 

istri-istri Nabi pun beìrdiskusi dan biasa meìnoìlak peìndapat beìliau, bahkan ada di antara 

meìreìka yang tidak meìngajaknya beìrbicara sampai malam. Hal ini meìngageìtkan saya dan saya 

beìrpikir bahwa rugi dan ceìlakalah istri yang meìlakukan hal itu. Aku keìmudian meìnuju keìpada 

Hafshah (anak Sayyidina „Umar dan istri Nabi Muhammad saw.), dan beìrtanya keìpadanya: 

Apakah salah seìoìrang di antara kalian ada yang keìsal dan marah teìrhadap Nabi (seìbagai 

suami) sampai seìhari seìmalam?” Hafshah meìnjawab: “Ya”.  

seìrta didasarkan pada riwayat ibn abbas bahwa" Tadinya di masa jahiliah, kami tidak 

meìnilai wanita seìbagai seìsuatu (yang peìrlu dipeìrtimbangkan haknya). Teìtapi keìtika Islam 

datang, Allah meìnyeìbut-nyeìbut meìreìka seìhingga kami meìnyadari bahwa meìreìka juga 

meìmiliki hak-hak yang harus kami tunaikan walaupun tanpa meìlibatkan meìreìka dalam salah 

satu urusan kami”. Deìmikianlah teìrlihat bahwa peìnduduk Meìkah leìbih keìtat dalam sikapnya 

teìrhadap wanita, dan bahwa tadinya wanita wanita hampir tidak meìmiliki hak. Seìhingga 

kareìna itu peìrnyataan bahkan peìnyeìbutan teìntang adanya hak meìreìka meìrupakan suatu hal 

yang bisa jadi meìngageìtkan seìbagian oìrang seìpeìrti halnya Umar Ibn al-Khaththab, dan bahwa 

peìnyeìbutan hak teìrseìbut meìrupakan peìngumuman teìntang adanya hak-hak peìreìmpuan yang 

seìimbang deìngan hak leìlaki. 

M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah beìrpeìndapat bahwa meìngeìnai firman 

Allah: “para wanita meìmpunyai hak yang seìimbang deìngan keìwajibannya meìnurut cara yang 

ma‟ruf” meìneìgaskan teìntang hak-hak wanita. Meìndahulukan peìnyeìbutan hak meìreìka atas 

keìwajiban meìreìka dinilai seìbagai peìneìgasan teìntang hal teìrseìbut, seìkaligus meìnunjukkan 

beìtapa peìntingnya hak itu dipeìrhatikan, apalagi seìlama ini, pada beìbeìrapa suku masyarakat 

Jahiliah, wanita hampir dapat dikatakan tidak meìmpunyai hak sama seìkali. Ayat ini seìcara 

teìgas meìnyatakan adanya hak teìrseìbut. Meìmang harus dicatat, bahwa tidak seìmua wanita 

dipeìrlakukan buruk, bahkan seìbagian istri-khususnya wanita-wanita yang beìrteìmpat tinggal 

di koìta, dahulu seìpeìrti di Madinah - cukup "beìrani" beìrdiskusi dan meìnoìlak peìndapat 

suaminya (Hilmi, 2023). Bahwa didalam ayat Al-Quran surat Al-baqarah ayat 228 ini meìmiliki 

reìleìvansi deìngan hak dan keìwajiban suami istri dalam peìrkawinan dimasa dulu dan seìkarang 
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yang dimana seìbeìlum datangnya islam atau dimasa jahiliah wanita kurang dipeìrhatikan atau 

bahkan tidak dipeìrtimbangkan haknya, akan teìtapi seìteìlah islam datang, Allah meìnyeìbut-

nyeìbutnya seìhingga meìnyadarkan kaum leìlaki (suami) bahwa para wanita (istri) juga meìmiliki 

hak-hak yang harus dibeìrikan. Oìleìhkareìna itu dari keìteìrangan-keìteìrangan ayat dan asbabun 

nuzul diatas deìngan jeìlas dapat dinyatakan bahwa ayat teìrseìbut meìmpunyai reìleìvansi 

teìrhadap hak dan keìwajiban suami istri yang dimana harus dipeìrhatikan oìleìh masing-masing 

pihak (suami dan istri), yang dimana hak dan keìwajiban antar keìduanya teìlah diseìbutkan 

diatas. 

Seìlain itu ayat diatas juga sudah reìleìvan teìrhadap hukum poìsitif yang beìrlaku 

diindoìneìsia, yang dimana diatur didalam undang-undang noìmoìr 1 tahun 1974 teìntang hak 

dan keìwajiban suami istri bab VI   yang meìnyeìbutkan antara lain didalam pasal: 

Pasal 30: suami istri meìmikul keìwajiban yang luhur untuk meìneìgakan rumah tangga 

yang meìnjadi seìndi dasar dari susunan masyarakat. 

Pasal 31: (1) hak dan keìdudukan istri adalah seìimbang deìngan hak dan keìdudukan 

suami dalam keìhidupan rumah tangga dan peìrgaulan hidup beìrsama dalam masyarakat. (2) 

masing-masing pihak beìrhak untuk meìlakukan peìrbuatan hukum. (3) suami adalah keìpala 

rumah tangga.  

Pasal 33: suami istri wajib saling cinta meìncintai hoìrmat meìnghoìrmati, seìtia dan 

meìmbeìri bantuan lahir bathin yang satu keìpada yang lain. 

Pasal 34: (1) suami wajib meìlindungi istrinya dan meìmbeìrikan seìgala seìsuatu 

keìpeìrluan hidupbeìrumah tangga seìsuai deìngan keìmampuannya. (2) istri wajib meìngatur 

urusan rumah tangga seìbaik-baiknya. (3) jika suami istri meìlalaikan keìwajibannya masing-

masing dapat meìngajukan gugatan keìpada peìngadilan  

Dapat kita lihat dan analisa seìcara langsung bahwa pada reìgulasi hukum poìsitif 

diindoìneìsia yang dimana disini ialah undang-undang noìmoìr 1 tahun 1974 ini meìmpunyai 

kaitan atau reìleìvansi deìngan hak dan keìwajiban suami istri dalam peìrkawinan, yang mana  

didalam Q.S. Al-Baqarah ayat 228 dan undang-undang noìmoìr 1 tahun 1974 bab VI teìntang 

hak dan keìwajiban suami istri meìnyeìbutkan hak dan keìwajiban suami istri adalah seìtara atau 

sama antar keìduanya.  

Kesimpulan 

Hak dan keìwajiban suami istri dalam Undang-Undang Noìmoìr 1 Tahun 1974 dan 

hukum Islam meìmiliki keìsamaan meìndasar tanpa peìrbeìdaan signifikan. Hak Istri dan 

Keìwajiban Suami: Hak istri teìrbagi meìnjadi hak mateìril dan imateìril. Hak mateìril meìncakup 
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mahar dan nafkah, yang meìncakup peìnyeìdiaan makanan, teìmpat tinggal, dan keìbutuhan 

lainnya. Seìdangkan hak imateìril adalah peìrlakuan yang baik, beìrupa kasih sayang dan 

peìrhatian dari suami. Hak suami tidak teìrkait deìngan aspeìk mateìril. Hak utama suami adalah 

ditaati dan dilayani deìngan baik oìleìh istri. Istri meìmiliki keìwajiban untuk meìndukung dan 

meìnghoìrmati suaminya. 

Reìleìvansi Q.S. Al-Baqarah Ayat 228: Ayat ini reìleìvan deìngan Undang-Undang 

Noìmoìr 1 Tahun 1974 kareìna keìduanya meìneìkankan keìseìimbangan dan keìadilan dalam 

hubungan suami istri, meìnggaris bawahi peìntingnya hak dan keìwajiban yang seìimbang dalam 

peìrnikahan. Seìcara keìseìluruhan, keìdua sumbeìr hukum ini meìneìkankan peìntingnya 

peìmeìnuhan hak dan keìwajiban untuk meìnciptakan hubungan peìrnikahan yang harmoìnis dan 

adil. 
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